
SALINAN

KXPI.]'TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

NOMOR KEP. 116/M.PPN/HK,/07 /2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGf,LOLAAN INIORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN ANGGARAN 2015

Menteri Perencanaan Pembangunrn Nasionrl/

Kepala Badm Perencanarn Pembangunan Nasional

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN FERENCANAAN PEMBANGL]NAN NASIONAI,

a. bahwa telah dibeirtuk Tinl Koodinasi Pengelolaan Infbrnlasi dan

Dokumentasi Tahun Anggaran 2015 melalui Keputusar Sekretaris

Kenrentedan l'erencailaan PembanSunan Nasiolral/Sekrelaris Utanra

Badan Perencailaafl Penrbangunan l_asional Nomor KEP.

44,/SlS,/ HK,/03 /!01 5 dan telah diubah dengan Keputus$n Sekretaris

Kementer'ian Perencanaan Penrbanguflan Nasional/Sek-rctalis Utama

Badal Perencanaan Pcmbangulun N_asioflal Nomor
KEP.60/SES/HK,/C4l2C i 5:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektiiitas dllr efisiensi dalam

trrclaksanaan kualitas pclayanan dalam pengelolaan informasi dan
dokumentasi Kenrente alr Peleflcanaan PeinbanSulran Nasiorlal/Badan
Perencaflaan PembanSunar Nasioaal (Kemellteliair PPN/Bappelus),
perlu mengubah susunan keax:ilotaan Tirll Koordinasi Peflgelolaan
Infolmasi dan Dokurllentasi Tahun Ar&laran 2015;

c. bahwa dengarr belunl ditetapkanrl_va Seklelaris Kerllenlel.iall
Pelencanaan f'alllbanSunall Nasional/Sek!etaris Utalna Badan

Percncaraan Penrbangunan Nasional, l11aka perubah4n dtas

Per bent,lkan Tinr Koordinasi Pengelolaan Informasi den Dokunlentasi
Tahun Atggalan 2015 diietapkan ruel,tlui Keputuran Mcnteri
Ielenc:lnaarl !'enbangLrnan Nasional/Kepala Badan fererlcanailn
PenlbanEunan Nasionali

d. bahwa pejabat .lan pegawai yang nalilanva tercantum dala[r Li piran
Kepnilrsan ini dianglap marnDu dan nremcnuhi syarat untuk dulluk datl
mclaksanakan rugas scbagai an&lota Til1r Koo.dinasi Pcn8clolaalr
lnfofirmsi dan Dokurlrerltasr Tahun All&gara11 2015;

Meniubang

Me1'!Bingat



2

Menetapkan

PERTAA(A

KXDUA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahnl1 2013 tentang Tata Cara
Pelal6anaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahnfi 2O1S tefltang Organisasi
Kemente an Negara;

4. Peratluan Presidell Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraiuran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Peraturall tr4enteri N"egara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Pel€ncanaan Pembanguflan Nasional Nomor pER.

005,/M.PPN,/ 10/2007 tentang Ol8anisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
ter4khir dengan Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahvn2074,

7. Peratnra,.. Meflte Negar.a Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasionai Nomor 7 T^hun 2olz
tenLuS Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penuntauan dan
Evaluasi Kegiatan d4n Anggaran;

MEMUTUSKAN:

KXPUTUSAN MENTERI PERI.NCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
TENTANG PEMBENTT]KAN TlM KOORDINASI PENGELOI"AAN INTORMASI
DAN DOKI]MENTASI TAHUN ANGGARAN 20 1 5.

Menlbentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahu[
Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut Tinl PID, dengan susunafl
kean8goiaafl sebaSaimana tercantum dalam Larnpitan Keputusan ini.

Tim PID terdiri atas Penanggung Jawab, Tinl Pelaksana, dan Tenaga
PendukunS.

KETIGA

Men8ifl8at : 1. Un.lan8-Undang Nomor 27 Tahun 2074 tentang Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Ang8aran 2015 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia i"*on1or 5593) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Ihdonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik
I[donesia Nomor 5669):



KETICA

KEEMPAT

KII,IMA

KEENA"M

KETUJI.IH

KEDELC.PAN

Penanggung Jawab bertr8as membedkrn arahafl kebrjakan, mengawasi,
membintbing, menuntau kenlajuan dan menlberi saran pemecahan atas
pernEsalahan pelaksanaan kegiatan.

Tift Pelaksana bertugas :

a. nlelaksanakan penguntpulan dan pengeloaan informasi dan alokumeltast
pembangllnafl dari instansi Kementedan ppN/Bappenas maupun dari
instansi lainnya;

b. melaksanakan kerja sama dan diskusi dalam rangka menyiapkan dan
mefl]1rsun kesepakat n;

c. nrenyajikan informasi dan daftar irrformasi publik;

d- lnelakukan koordinasi dalan taflgka pendefinisian forftat, aturan
da11latau prose.lur (teknologi informasi) guna mendukung peflgelolaan
informasi dan dokumentasi pembangunan.

Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksa aan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan
mcnSolah bahan untuk penyusuna laporan kegialar koordinasi:

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan;

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris
Kementerian Perencaraan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44,i SES,/HK,/o3,/201 5

tentanS Peftbentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Tahun Anggarafl 2015 bes€rta Perubahannya, dicabut dan
diflyatakan tidak berlaku.

Segala biaya yang dipellukan dalam mngka pelaksanaall tugas Tinr plfl
dibcbankan pada An8Saran Peldapatan dan BelanJa Negara Keme ferian
PPN/Bappenas Tahun An8dardn 201J.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tan8gal 1Jufli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangSal 6Juli 2015

MXNIERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
Kf, PAI.A BADAN PERENCANAAN PI.MBANGT]NAN NASIONAL,

ftd

ANDRINOF A. CHANIAGO
Salinall scsuai dorgan aslinya

Kepala Biro Hukulr,

Enrmy S

't^,
,;rr;r6



SUSUNAN Kf,ANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN INFORA,IASI DAN DOKUMENIASI

TAHUN ANGGARAN 20 1 5

A. PENANGGTING IAWAB

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPAIA BAPPENAS
NOMOR KEP. 116/M.PPN/HWO7 /2015
TANGGAL 6JlnI 20I5

Sckrctaris Kemente an PPN/Sckretaris Utatrra
tsapper1as.

Kepala Biro Humas dan'l'U Pimpinan.

lsmct Mohaftad Suhud, Sf,, MAP.

l Suharmen, S.Konr, M.Si;

2. Budi Cahyono, S.Sos;

3. Holidin, s[;

4. Sab in nM, S.Sos;

5. tudha A8us, SE;

6. B. Djoko Suroto, SH;

7. Ikin Wibawa Sanusi, ST;

8. WahW Wijayanfo, SlP, MA;

9. Muhamad Defit Djamil, SE, ME;

10. UihanliSary, S.Sos, M.Sc;

1 1. A.A.A. Diana Aryani, Sl, MM;

12. A,rarB Budi C!,nauan, St, M.E(on;

13. Anna Amalia, ST

14. Arnissa Sri Kusunlawati, ST;

15. Arief wiloyudo, S.Kom, M'f, MPP;

16. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;

17. Desika Kuswarini, sE, M.Ak;

18. Eka fuski Nin8tiyas, SE;

19. Endang Sulastri, S.Sos, MPP;

20. Cayah'i Wadira Nirwesti, S.Mn;

B. TIM PEIAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

21. Grace



21.

22.

25.

26.

27.

24.

29.

30.

31.

32.

34.

35.

36.

37.

Grace Second Lady Maflalu, SE;

Hariyadi, S.Si;

Husni Rohman, S.lP;

Indra Wisaicono, SE, MPP;

Mirna Saraswati, SH, MAP, N'tlDS;

Nounna Nusanti, S.lkom;

^*ur 
t ila widyastuti, S.Kom;

Drs. Onny Noyorono, MIA, MAi

tladen Boflnvswara , SE, M.Sc;

Raudhatul Fcbriyenny, SE;

Sudira, S.Sos, N'IAP;

Ta Lestari, S.Si, SE, MS;

Tini Partini Nuryawani, S.Si;

Yuliarko sukardi, ST, M.En8;

Syaiful Afif, SS, MPPM;

David Tinambunan, S.Sos;

Kanlila Nadhira, SIA.

C. TENAGA PENDUKUNG I. Anastasia Puri Wlayanti, A.Md;

2. R^np;

3. Sarono Santoso;

4. lrwan Bachtiar;

5. ZUlKnrflatni

6. Sugimin.

MXNTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPAI-A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

nd

ANDRINOT A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinYa

KeDala Biro Hukum,

- / 'dh4'
r,,*y srpJr*-;r/n


